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hasilnya akan dibagi diantara kedua belah pihak me‘nurut perjanjian yang
telah disetujui sebelumnya.

c¢. Hak Sewa Tanzh Peitanian adalah penyerahan tanah pertanian kepada
orang lain yang memberi sejumlah uang kenada pemilik tanah dengan
perjanjian bahwa setelah pihak yang membesi uang menguasai tanah
selama waktu tertentu, tanahnya ekan dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Hak menumpang adalah hak yang memberi wewenang kepada sescorang
untuk mendirikan dan menempati rumah di atas pekarangan orang lain.
Pemegang hak menumpang tidak wajib membayar sesuatu kepada yang
empunya tanah, hubungan hukum dengan tanah tersebut bersifat sangat
lemah artinya sewaktu-waktu dapat diputuskan oleh yang empunya tanah
jika yang bersangkutan memeriukan sendiri tanah tersebut. Hak
menumpang dilakukan hanya terhadap tansh pekarangan dan tidak

terhadap tanah pertanian.

Kewajiban-kewajiban yéng terkandung Dalam Hak Atas Tanah Hak atas
tanah memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan
oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Menurut Pasal 4 ayat (2) UUPA, hak
atas tansh memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan

demikian pula bumi, air dan ruang angkasa yang ada di atasnya, sekedar

Airmerhitl-an nntals Lrarantinman Yrance lnnrciima faarhithainrne Aanmnn
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menggunakan tanah dalam batas-batas menurut undang-undang dan peraturan

hukum lainnya.

Hak atas tanah, sclain mengandung kewenangan juga mengandung

kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan, Kewajiban tersebut antara lain:

a. Adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasai 6 UUFA, bahwa semua
hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

b. Adanya ketentuan Pasal 15 UUPA, yaitu kewajiban memelihara
tanah dan mencegah kerusakannya.

c. Khusus untuk tanah pertanian adanya ketentuan Pasal 1¢ UUPA
yang memuat asas bahwa tanah pertanian wajib diketjakan sendiri

oleh pemiliknya secara aktif.

Dalam menggunakan hak atas tanah juga harus diperhatikan pula
psmbatasan-pembatasan t_laik yang bersifat umum (di luar) maupun dari haknya
sendiri (dalam). Perﬁbatasan ur.num antara lain: tidak boleh merugikan atau
mengganggu bihak lain, pernbat-asan yang dilakukan oleh peﬁ;erintah daeran, ]
Dalam menggunskan hak atas tanah juga harus diperhatikan pula pembatasan-
pembatasan baik yang bersifat umum (di luar) maupun dari haknya sendiri

(dalam). ®

3 Achmad Chulaemi, 1993, Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak Atas Tanah
dan Pemindahannya, Semarang, FH-Undip blm. 50
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3. Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

Tanah merupakan unsur peniing dalam setiap kegiatan pembangunan
Semua kebutuhan manusia juga dapat terpenuhi dengan adanya tanah, dengan
kata lain bahwa tanah merupakan faktor pokok dalam kelangsungan hidup
manusia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:
“Bumi, air, dan termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuaszai

oleh Negara, dan digergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat”.

Pagal 33 ayat (3) Undang-Tindang Dasar merupakan {andasan adanya
hubungan hukum antara tanah dan subyek tanah, dimana Negara dalam hal ini
bertindak sebagai subyek yang mempunyai kewenangan tertinggi terhadap
segala kepentingan atas tanah yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Oleh
karcna itu pada tingkatan tertinggi, tanah dikuasai oleh Negara sebagai
organisasi seluruh rakyat. Untuk mencapai hai tersebut, maka teiah dijabarkan
dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA yang meny'ebutkalh bahwa: “ Atas dasar
ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai
vang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk
kekayaan r-iiam- }lfang terkundung didalamnya itu pada tingkatan terting;gi

dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi seluruh rakyat”.

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2} sebagai berikut: “Hak

maanminrnt dart ATamaras tarmaanlrcisd Aalinme mrvrad T omnral el canmahact srrasrrnsae
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a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan

dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;

c¢. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan

ruang angkasa”.

ﬁal tersebut bertujuan agar segala sesuatu yang telah diatur tersebut
dapat mencapai kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Adapun kekuasaan
Negara yang dimaksudkan tersebut mengenai seluruh bumi, air, dan ruang
angkasa, jadi baik yang sudah dihaki oleh sesecrang maupun yang tidak.
Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu
hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa Negara memberi
kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai

disitulah batas kekuasaan Negara tersebut.*

Di dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, menyatakan bahwa: “Atas dasar hak
menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya
macam-macam hak atas permukaan bumi yang dissbut tanah, yang dapat

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-

4 Boedi Harsono, Op. Cit, him.578
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sama dengan orang lain serta badan-badax; hukum”, Isi dari -Pasal 4 ayai (1)
tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara mempunyai wewenang memberikan
hak atas tanah kepada sescorang atau badan hukum. Pada dasarnya setiap Hak
Atas Tanah baik secara langsung maupun tidak langsung bersumber pada Hak
Bangsa, dimana Hak Bangsa tersebut merupakan hak bersama seluruh rakyat

dan dipergunakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Hal tersebut

mengandung arti bahwa tanah mempunyai fungsi sosial.

Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwea: “Semua
hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Hal tersebut menjelaskan bahwa hak
atas tanali apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan bahwa
tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk
kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu meniinbulkan kerugian bagi
masyarakat juas. Dalam arti bahwa tanah tidak hanya berfungsi bagi
pemegang hak atas tanahnya.saja tetapi juga bagi bangsa Indonesia seluruhnya,
dengan konsckuensi bahwa penggunaan hak atas sebidang tanah juga harus
meperhatikan kepentingan masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan
dengan keadaan dan sifat daripada‘ hakiiya sehingga bermanfaat baik bagi
kesejahteraan dan kebahagian yang mempunyainya maupun bermanfaat pula
bagi masyarakat dan Negara. Namun hal tersebut bukan berarti kepentingan

seseorang terdesak oleh kepentingan masyarakat atau Negara, dan diantara dua

lramantrrnonm tarcalivst Hamiclaly cafralvarn o



23

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

1. Pengertian Pengadaar Tanah

Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) jenis pengadaan tanah, pertama
pengadaan tanah oleh pemerirtah untuk kepentingan umum sedangkan yang
kedua pengadaan tanali untuk kepentingan swasta vang meliputi kepentingan

komersial dan bukan komersial atau bukan sosial.

Menurut Pasal 1 angka 1 Keppres No.55/1993 yang dimaksud dengan
Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara
memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Jadi dapat
disimpulkan bahwa pengadaan tanah dilakukan dengan cara memberikan ganti
kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut, tidak dengan cara lain selain

pemberian ganti kerugian,

Menurut Pasal 1 angka 3 perpres No.36/2005 yang dimaksud dengan
Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara
memberikan ganti kerugian kepada yang melepaskan atau menyeralkan tanah,
barigunan, ianaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan
pencabutan hak atas tanah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
pengadaan tanah menurut Perpres No.36/2005 dapat dilakukan selain dengan

memberikan ganti kerugian juga dimungkinkan untuk dapat dilakukan dengan

s el menrm e Teomte T e mme e ml ccd e o 1. 241



24

Sedangkan menurut Pasai | angka 3 Perpres No.65/2006, yang dimaksud
dengan Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tansh
dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang mclepaskan atau
menyerahkan tanah, bangunsa, tanaman dan benda-benda yang berkaitan
dengan tanah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah
menurut Perpres No.65/2006 selain dengan memberikan ganti kerugian juga

dimungkinkan vntuk dapat dilakukan dengan cara pelepasan hak.

2. Pengertian Kepentingan Umum

Secara sederhana dapat diartikan bahwa kepentingan umum dapat saja
dikatakan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau
tujuan yang luas, Namun demikian rumusan tersebut terlalu umum dan tidak

ada batasannya.

Kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan negara serta
kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial,
politik, psikologis dan hankamras atas dasar asas-asas Pembangunan Nasional

dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara.”

® Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, 2004, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Unum,
Yogyakarta Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, hlm. 6
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Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Keppres No. 55/1993, yang
.dimaksud dengan adaleh kepentingan untuk seluruh lapisan masyarakat,
Ketentuan ini hanya untuk pemenuhan kebutuhan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1),
dinyatakan bahwa: “pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan
Keputusan Presiden ini dibatasi untuk kegiatan pembangunan yang dilakukan

dan selanjutnya dimiliki pemcrintah serta tidak digunakan untuk mencari

keuntungan”.

UUPA dan UU No. 20 Tahun 1961 niengatakan kepentingan umum
dinyatakan dalam arti peruntukannya, yaitu untuk kepentingan bangsa dan
negara, kepentingan bersama dari rakyat dan kepentingan pembangunan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum
adalah kepentingan tersebut harus memenuhi peruntukkannya dan harus
dirasakan kemanfaatannya, dalam arti dapat dirasakan oleh masyarakat secara

keseluruhan dan atau secara langsung.

3. Dasar Hukum Pengadaan Tanah Untek Kepentingan Umum

Sebelum berlakunya Keppres No.55/Tahun 1993 tentang Pengadaan
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Peraturan Menteri‘ Dalam Negeri N-o.ISI 1975 ientang Ketentuan-
Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2/1976 tentang Penggunaan
Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Psmerintah Bagi
Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2/1985 teatang Tata Cara
Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di
Wilayah Kecamatan. ketiga peraturan di atas dicabut dengan.

. AKeppres No.55/1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Keppres ini juga telah
dicabut;

Perpres No.36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentiigan Umum Perpres ini mencabut
Keppres No.55/1993;

Perpres No.65/2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangnunan Untuk Kepentingan Umum Perpres ini mencabut

Perpres No.36/2005;

. Keppres No.55/1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Darmlinmrmsmnn T Vasdnsde T ot et el YT
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Prinsip-Prinsip Pemberian Ganti Rugi
1.  Peagertiaa Ganti Rugi

Menurut keputusan Presideii Nomor 55 Tahun 1993 yang dimaksud
dengan ganti rugi adalah penggatian atas nilai tanah berikut bangunan tanaiman
dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan
atau penyerahan hak atas tanah.

Sedangkan bentuk ganti rugi menurut Kepres Presiden Nomor 55
Tahun1993 bisa berupa :

a. Uang

b. Tanah pengzanti

c. Pemukiman kembali (relokasi)

d. Gabungan dari dua atzau lebih

e. Bentuk lain yang disepakati bersama®

Arti ganti rugi menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
sebfigaimana disebutkan: dalam pasal 1 ayat (12) sebagai berikut: ganti rugi
adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat yang mempunyai tanah,
bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang
dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan

sosial ekonomi sebelum terkena proyek pengadaan tanah.
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Sedangkan bentuk ganti rugi menurut Peraturan Presiden Nomor 36

Tahun 2GJ5 bisa berupa :

a. Uang dan / atau;

b. Tanah pengganti dan / atau;

¢, Pemukiman kembali;

d. Penyertaan modal (saham)’.

Sesuai dengan angka 4 tersebut diatas (penyertaan modal/saham) para
hekac namilik tanah bisa diikutsertaken sebagai pemilik modal dalam kegiatan
yang berkaitan dengan tanah yang dibebaskannya itu, tentunya kalau
penggunaan tanah itu sendiri ada unsur bisnis atau komersial. Dan sebaliknya
kalau penggunaan tanah itu semata-mata untuk kepentingan umum dan tidak
ada unsur bisnis atau komeisial maka para berkas pemilik tanah tidek bisa
memaksa kepada pemerintah untuk menerima dirinya sebagai salah satu
pemilik modal.

Dan yang menjadi masalah kalau seandainya penggunaan tanah hasil
pembebasan itu untuk komersial sedangkan bentuk usaha dari perusshaan
belum go public/ Tbk juga akan banyak mengalami kesulitan dalam penerimaan
bekas pemilik tanah sebagai pemegang saham dalam perusahaan. Karena tidak
sembarangan crang bisa menenamkan modalnya pada suatu penanaman modal

yaitu sesuai der.gan peraturan dasar yang ada dalam perusahaan itu sendiri.

-
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Bentuk ganti rugi menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 bisa

berupa :

a, Uang dan/ atau;

o

. Tanah pengganti dan / atau;

c. Pemukiman kembali dan / atau;

[=%

. Gabungan.®

Bentuk dan jenis ganti rugi lain yang disepakati bersama bisa
dilakeanakan sebagaimana disebutkan dalam Letentuan diatas, dan untuk
menentukan jenis ganti rugi vang akan dipilih sepenuhnya diserahkan
kesepakatan bersama antara panitia pengadaan tanah dengan para pemilik
tanah. Bentuk ganti rugi untuk didaerah perkotaan pada umumnya akan lebih
dominan berbentuk uang, kalau dalam beniuk yang lain akan mempersulit
panitia pengadaan tanah untuk mendapatkan tanah untuk pelaksanaan
pembangunan kepentingan umum. Kalau pemberian ganti rugi berupa relokasi
atau, tanah penganti, maka konsekuensinya setiap pengadazn tanah, panitia
pengadaan tanah harus mempersiapakan dua lokasi, yang satu lokasi lagi
sebagai tanah pengganti bagi para pemilik tarah yang terkena proyek

pengadaan tanah (relokasi).

¥ Republik Indonesia, Perpres. RI Nomor 65 Tahun 2006
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Untuk pe.nggantian terhada—p bangunan, tanaman dan benda-benda yang
terkait dengan tanah, akan ditentukan oleh instansi terkait masing-masing.
Penentuan oleh instansi terkait ini bisa berupa standar harga, mutu, volume
benda dan lainya. Untuk tingkat provinsi instansi berkompeten dalam
memberikan standar ianamen adalesh Dinas Pertanian untuk tanaman,
sedangkan untuk bangunan adalah Dinas / Kantor yang berkaitan dengan
bangunan atau unit lain vang mempunyai kompetensi dengan bangunan.
Sedangkan yang berwenang untuk memberika standarisasi terhadap benda

benda lainnya adalah unit kerja yang berwenang sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

Dalam setiap pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan hampir
selalu muncul rasa tidak puas, di samping tidak berdaya, dikalangan masyarakat
yang hak atas tanahinya erkena proyek tersebut. Masalah genti rugi merupakan
isu sentral yang paling rumit penanganannya dalam upaya pengadaan tanah

oleh pemerintah dengan memanfaatkan tanah-tanah hak.

Di berbagsi negara berkembaug tersedia indeks alternatif yang dapat
digunaken sebagai pedoman untuk menentukan besarnya ganti rugi. Di Brasil,
faktor taksiran nilai untuk keperluan pemungutan pajak, lokasi, keadaan tz-mah
(terpelihara/tidak), nilai pasar selama lima tahun terakhir dari hak atas tanah
lain yang sebanding menjadi bahan pertimbangan penentuan besam:,;a ganti

rugi.
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Tampaknya sering dilupakan bahwa interl;retasi asas fungsi‘ sosial hak
atas tanah. disamping mengandung makna bahwa hak atas tanah itu harus
digunakan sesuai denigan sifat dan tujuan haknya, sehingga bermanfaat bagi si
pemegang hak dan bagi masyrakat, juga berarti bahwa harus terdapat
keseimbangan antara kepentingan perseorengan dengan kepentingan umum,
dan bahwa kepentingan perseorangan itu diakui dan dihormati dalam rangka
pelaksanaan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kaitannya
dengan masalah ganti rugi, tampaklah bahwa menentukan keseimbangan antara

kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum itu tidak mudah.

Ganti rugi sebagai suatu upaya mewujudkan penghormatan kepada hak-
hak dan kepentingan perseorangan yang telah dikorbankan untuk kepentingan
umum, dapat disebut adil apabila hal tersebut tidak membuai seseorang menjadi

lebih kaya, atau sebaliknj'a, menjadi lebih miskin daripada keadaan semula.’

Keppres nomor 55 tahun 1993 menyebutkan bahwa bentuk ganti rugi
dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk hak atas tanah, bangunan,
tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Bentuk ganti rugi
daiém pengadaan tanah dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman
kembali, dan/atau gabungan dari 2 atau lebih bentuk ganti rugi seBagailﬁal;.a
dimaksud dalam huruf a, b dan ¢, serta bentuk lain yang disetujui oleh pihak-

pihak yang bersangkutan (Pasal 13).
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Khusus untuk tansh, perhitungan ganti ruginya adalah harga tanah
didasarkan atas nilai nyats atau sebeznarnya dengan miemperhatikan Nilai Jual
Obyek Pajak dan Bangunan (NJOF) tahun terakhir (Pasal 15 huruf a).
Merupakan suatu langkah maju dan dapat diterima sebagai sesuatu yang adil,
apabila untuk pengenaan pajak dan iangkah awal penentuan besarnya ganti rugi
digunakan standar yang sama, yakni NJOP Bumi dan Bangunan tahun terakhir,
yang akurasi penerapannya merupakan faktor yang sangat menentukan. Di
samping untuk tanah, bangunan dan tanaman, dasar perhitungan ganti ruginya
adalah nilai jual bangunan dan tanaman yang ditaksir oleh instansi yang

berwenang di bidang tersebut (Pasal 15 huruf b dan c).

Menurut pendapat Maria S.W. Sumardjono, apabila dibandingkan dengan
ganti rugi untuk bangunan dan tanaman, maka ganti rugi untuk tanah lebih
rumit perhitungannya karena ada berbagai fakior yang dapat mempengaruhi
harga tanah.' Untuk Indonesia, kiranya aktor-faktor yang dapat
dipertimbangkan dalam menentukan ganti rugi, di samping NJOP Bumi dan

Bangunan tahun terakhir, adalah :

a. lokasi/letak taniah (strategis atau kurang strategis);

b. siatus penguasaan tanah (sebagai pemegang hak yang sah/penggarap);

~ ctative halr atan tamath haly emilily halr cons hananane hals anlral Aae.
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d. kelengkapan sarana dan prasarana;

e. kcadaan penggunaan tanahnya (terpelihara/tidak);

f. rugi sebagai akibat dipecahnya hak atas tanah seseorang;
g. biaya pindah tempat/nekeriaan;

h. rugi tethadap akibat turunnya penghasilan si pemegang hak.

Pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan panitia
pengadaan tanah dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota sesuai
kewenangannya disertai dengan penvelesaian mengenai sebabsebab dan 2lasan-
alasan keberatan tersebut. Bupati/Walikota mengupayakan penyelesaian bentuk
dan besarnya ganti rugi dengan mempertimbangkan rugi dari pemegang hak
atas tanah atau kuasanya. Isi keputusan dapat berupa mengukuhkan atau
mengubah keputusan Panitia pcngadaan tanah mengenai bentuk dan besarnya
ganti rugi yang akan diberikan. Apabila upaya tersebut tetap tidak diterima oleh
pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak
dapat dipindahkan, maka Bupati/ Walil;ota sesuai kewenargannya mengajukan
usul cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang-Undéng Nomor 20

tahun 1961.

Usulan Bupati/Waiikota tersebut diajukan kepada Kepala PBadan
Pertanahan Nasional dengan tembusan kepada menteri dan instansi yang

memerlukan tanah dan Mj:nteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permintaan
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kepada Presiden yang ditentukan oleh Menteri dan Instansi yang memerlukan

tanah dan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia,

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1973 tentang Acara Penetapan
Ganti Rugi oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan Pancabutan Hak Hak
Atas Tanah dan Benda Beinda yang ada diatasnya yang merupakan peraturan
pelaksanzan ketentuan-ketentuan dalam Pasa! 8 Undang-Undang Nomor 20
Tehun 1961 teniang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang
ada diatasnya. menetankan bahwa terhadap keputusan mengenai jumlah ganti
rugi yang tidak dapat diterima karena dianggap kureng layak, sehubungan
dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun
1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada

diatasnya, dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi.

Permintaan banding tersebut diajukan kepada Pengadilan Tinggi yang
daerah kekuasaannya meliputi tanah dan atau benda-benda yang haknya
dicabut, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
Keputusan Prssiden dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1961 tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan. Penentuan jangka

waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan tersebut adalah untuk lebih menjamin

Lramastinrns wmilhale il L1, - | P | P - 1.1 ¢
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penyelesaiannya di Pengadilan Tinggi Tujuan utama dari penyelesaian perkara

dalam ganti rugi adalah agar kedua pihak mendapat putusan secepat-cepatnya.

2. Penetapan Besarnya Ganti Rugi

Penetapan harga ganti rugi terhadap pengadaan tanah dilakukan oléh
Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sesuai dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006,
sedangkan menurut Perpres 36 Tahun 2005 P2T hanya mempunyai wewenang
untuk menaksirkan besarnya ket;atapan ganti rugi. Sebelum adanya penétapan
besarnya uang ganti rugi, pekerjaan yang harus didahulukan adalah

musyawarah antara para pemilik tanah dengan P2T,

Apa saja yang diberikan ganti rugi terhadap pembebasan tanah? Sesuai
dengan ketentuan yang berlaku yang diberikan ganti rugi hak atas tanah akibat
dilakukan pembebasan atau pencabutan adalah tanah. Kalau dilihat dari
ketentuan yang berlaku, bahwa penggatian tersebut hanya berupa penggantian
yang bersifat material saja. Lebih lanjut Schenk 1975 halaman 52 memaperjelas

bahwa ganti rugi itu meliputi :

a. Setiap kerugian akibat lanésung dari pencaf;utan hak harus diganti
sepenuhnya:
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¢. Kerugian karena tidak dapat menggunakan bendz tersebl;t aiau pun
karena kehilangan pengnasilan:

d. Kerugian karena harus menceri iempat usaha lain sebagai penggati.''

Dasar penetapan ganti rugi sesuai dengan Kepres Nomor 55 Tahun 1993

adalah sebagai berikut:

a. Harga tanali yang dibebaskan atau nilai nyata atau nilai sebenamnya
dergan memperhatikan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan yang
terakhir untuk tanah yang bersangkutan:

b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh instansi Pemetintah Daerah
yang bertanggung jawab dibidang bangunan:

¢. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh Pemerintah Daerah yang
bertanggung jawab dibidang pertanian.

Berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 dasar penetapan ganti rugi

adalah:

a. Nilai jual objek pajak atau nilai nyata/sebenamya dengan
’memperhatikan nifai jual objek ogjak tahun berjalan berdasarkan
penetapan Lembaga Tim Penilai harga tansh yang ditunjuk oleh
panitia
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c. Nilai jual tanaman ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung

jawan dibidang pertanian,

Seandainya penetapan harga ganti rugi yang berdasarkan Perpres Nomor
65 Tahun 2006 adelah sama halnya dengan ketetapan yang diatur dengan
Prepres Nomor 36 Tahui 2005.

Penetapan ganti secara normatif yang berlaku hanya member ganti rugi
kepada tanah, bangunan, tanaman, dan benda lain yang terkait yang
dipergunakan oleh pemerintah dengan harga standar yang ditctapkan oleh
pemerintah, dengan pemberian ganti rugi hanva bersifat material terhadap
benda yang diperguilakan pemerintah saja; sedangkan yang berbeatuk kerugian
akibat kegiatan pengadaan tanah seperti sisa tanah yang tidak bisa dimanfaatkan
secara ekonomi maupun sosial, tidak termasuk perhitungan dalam perhitungan
dalam pemberian ganti rugi.

Selama ini yang dinamakan kerugian yang akan ditanggung oleh
pemerintah terbatas kepada tanah, bangunan, tanaman, dan benda terkait, dan
idealnya pemberian gariti rugi harus memperhitungkan segala akibat kerugian
pengadaan tanah baik fang bersifat material maupun non material. Kalau hal ini
dilaksanakan pemerintah sepenuhnya, akan memberi kesan kepada khalayak
“bahwa perhatién pemerintah kepada masyarakat cukup bagus.

Menurut Dr. Silalahi, dalam makalanya Pengadaan Tanah bagi

Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Penetapan Harga Tanah, yang
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Provinsi DKI Jukarta, tariggal 17 Desember 2004 beliau menyatakan konsep

harga tanah dan kemajuan wilayah pada dasarnya bertujuan untuk dwifungsi,

yaitu ekologis dan fungsi ekonomis.

Fungsi ekologis berkaitan dengan kedudukan tanah sebagai wadah

ckosistern bersama dengan komponen air, udara, makhluk hidup dalam

berinteraksi satu sama lain, Sedangkan fungsi ekonomis, berkaitan dengan

pemanfaatan tanah untuk keperluan hidup sechingga mampu memenuhi

kebutuhan hidup secara spiritual dan material.

Silalahi memberikan terminology harga tanah sebagai berikut :

a.

Harga pasar kondisi noimal, yaitu harga yang aktual harga yang
disetujui oleh penjual dan pembeli, yang informasinya bisa
diperoleh melalui media, pihak-pihak tertentu yang mempunyai
profesi jual beli tanah;

Harga dasar tanah. Sesuai dengan Permendagri quor 1 Tahun
1975 bahwa nilai harga tanah dalam suatu daerah diambil secara
rata-rata harga yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepﬁla
Daerah sebagai tim penaksir harga tanalk; |

Harga Nilai jual Obj ei‘c Pajak berdasarkz;n Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 bahwa NJOP adalah harga rata-rata
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
Harga Transaksi Tanah pada PPAT, berdasikan Peraturan

Parmarintah MNamar 10 Tahbiien 10481 Ja ITTeedanafndamas Namas A
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Tahun i997 setiap peraliilan hak atas tanah harus dibuatkan akta
PPAT itu salah satunya harus tercantum harga tanah, Oleh karena
itu harga vang tercantum dalam akta PPAT ini bisa dijadikan acuan
dalam peneniuan harga tanah;

e. Nilai Peroichan Objek Pajak, lda]am Undang-Undang Nomor il

Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTBY), setiap peralihan hak dikenakan pajak sebesar 5% dengan
berdasarkan hasil pajak tersebut bisa dilihat besarnya harga
peralihan hak tanah.

Dalam penetapan besarnya ganti rugi harus ada kesepakatan antara
pemilik tanah dengan panitia pengadaan tanah (P2T) dalam hal ini adalah
pemerintah, kedua belah pihak ini harus mengadakan musyawarah untuk
mencari mufakat bersama. Musyawarah ini bisa dilakukan berulang kali sampai
menemukan titik mufakat, akan tetapi sering sekali sampai kesekian kali tidak
mjenemukan mufakat diantara para pihak terhadap penentuan besarnya uang
ganti rugi, atau paling tidek mendekati' kesepakatan, Dalam musyawarah
penentuan besamya ganti rugi ini tidak berlaku system voting atau pemungutan
suara, artinya ditentukan oleh satu pihék dgngan _mengabaikan pihak lain atau
mengambil suara te;banyak dari pa1:a pemilik tanah. Dalam musyawarah
i)enentuan besarnya ganti rugi ini sebetulnya ada 2 pihak yang berkepentin_gan
yaitu safu pihak pemerintah yang diawali oleh panitia pengadaan tanah, dan

pihak lain adalah pemegang hak atas tanah.




Sebetulanya idealnya penetapan besarnya gan'ti rugi pengadaan' tanah
harus dilandasi dengan niiai materiil dan non materiil. Untuk nilai materiil bisa
dikatakan sgjalan dengain fungsi tanah di Indonesia khususnya dikota besar
mempunyai nilai komersial, sedangkan untuk nilai non material dengan fungsi
dari pemerintah untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat. Memang
untuk mewujudkan nilai non materiel sungguh sangat kompleks, seperti tidak
menutup kemurigkinan terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung
dari pembangunan seperti berubahnya tatanan dilingkungan pemegang hak atas
tanah seperti berubahanya tatanan dari kemudahan menjadi kesulitan untuk
akses ke pusat kegiatan dalam mencari mata pencaharian, pusat fasilitas sosial
dan fasilitas umum. Permasalahan yang ada dalam penetapan ganti rugi yang
berbentuk non materil seperti tidak adanya standarisasi, dan tidak adanva
kategori dari ganti rugi non materiel itu sendiri.

Termasuk ganti rugi yang bersifat materiel diantaranya perhatian
pemerintah terhadap perubahan harga tanah batk harga naik maupun turun pada
saat setelah diumumkan rencana pemerintah dalam penggunaan suatu lahan di
daeran tertentu, Akibatnya dari pengumuman ird bisa saja harga tanah menjadi
turun secara drastic, maka pemérintéh harus memperhitungkan ganti rugi
sejuml-ah harga sebelum adanya perubahan harga. Akan' tetapi sebaliknya kalau

setelah diumumkan temyata harga tanah naik secara {iba-tiba, maka pemerintah
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sebagaimana harga turun setelah diadakan pengumuman, hal! ini merupakan
kebijakan pemerintah mengarah kepada harga pasaran yang normal,

Asas kepemilikan tanah dilihat dari aspek nasionaiisme mempunyai
fungsi sosial, dan dibalik fungsi sosial itu sendiri, sebetulnya tanah juga
mempunyai fungsi komersial/ekonomis, baik itu dilihat dari aspek nasional
maupun aspex individu, Mungkin dengan aspek individual inilah yang para
pemilik tanalt selalu mempertahankan dengan harga ganti rugi dengan standar
harga pasar.

Nilai komersial harga tanah diperkotaan sangat dipengaruhi dengan
adanya berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tanah, seperti pusat kegiatan
ekonomi, politik, pemerintahan, perdagangan, dan termasuk industry, dan
masih ditambah lagi adanya faktor keiengkapan fasilitas sosial dan fasilitas
urnum dilingkungan tanah itu sendiri. Faktor untuk menentukan harga tanah
memang tidak ada yang pasti, karena tiap lokasi tanah mempunyai spesifikasi
masing-masing yang antara satu dengan yang lainnya selalv mengalami

perbedaan.

Dalam Peratnran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
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d. Peruntukan tanah

¢. Kesesuaian penggunaen tanah dengan rencana dan tata mang
wilayah

f. Prasarana yang tersedia

g. Fasilitas dan Utilitas

h. Lingkungan

i. Lain-izin yang mempengaruhi harga tanah.'”

Besar uang panti rugi ditentuka dalam Kepres Nomor 55 Tahun 1993
tidak disebutkan dengan tegas, namun dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005
diberikan patokan (NJOP). Sedangkan berdasarkan Perpres Nomer 65 Tahun
2006 didasarkan NJOP atau harga riil dengan memperhatikan NJOP tahun yang
sedang berjalan. Berdasarkan tiga ketentuan yang berlaku tersebut sebetulnya
untuk menentukan besarnya uang ganti rugi sepenuhnya diserahkan kepada
hasil musyawarah para pihak, yakni para pemilik tanah dan panitia pengadaan
tanah.

Untuk Perpres Nomor 36 Tahun 2005 waiau tidak menysbuikan besamya
uang ganti rugi totapi member batasan, yaitu seb;asar Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) masing-masing, Padahal NJOP itu sendiri aite;apkan oleh Kantor Pajak

Bumi dan B:;mgunan bukan untuk menentukan besarnya uang ganti rugi akan
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tetapi semata-mats untuk menentukan besarnya pembayaran pajak dari
sebidang tanah dan bangunan,

Dasar penetapan besarnya ganti rugi berdasarkan Perpres Nomor 65
Tahun 2005 Pasa! 15 huruf a adalah gabungan yaitu harga NJOP, dan nilai
harga riil dengan memperhatikan nilai NJOP pada tahun yang berjalan dengan
memperhatikan hasil dari tim Penilai harga tanah.

Penetapan besarnya ganti rugi dalam pembebasan tanah selama ini yang
diatur dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1993, Perpres Nomor 36 Tahun 2005,
Perpr;as Nomor 65 Tahun 2006 maupun Keputusan Menteri Agraria/Kepala
badan Pertahanan Negara Nomor 1 Tahun 1994,hanya yang menyangkut
bangunan, tanaman, dan benda-benda yang ada diatas tanah tidak disebutkan
standar yang pasti. Untuk besarnya ganti rugi terhadap bangunan, tanaman dan
benda-benda lain akan ditentukan kemudian oleh unit/departemen masing-
masing. Untuk daerah Provinsi DKI Jakarta yang menentukan pemberian
standarisasi terhadap ganti rugi jenis bangunan, tanaman dan benda lainnya,
atas hasil taksiran dari Tim Penaksir, dan unit terkait di lingkungan Pemerintah
Provonsi DKI Jakarta.

Dari berbagai cara penentuan harga tanah notaris, harga pasar, dan NJOP
kesemuanya mempunyai kelemahan masing-masing. Untuk antisipasi harga
tanah yang dianggap tidak menentu ini seharpsnya pemerintah membuat harga

patokan tanah di tiap-tiap daerah dalam satu periodik bahkan kalau
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penetapan harga tanah, periu dibentuk tim' yang anggctanya t-erdiri dari berbagai
elemen yang ada dalam masyarakat, dan nemerintah, Akibatnya tidak adanya
standar harga tanah yang dikeluarkan pemerintah, make harga tanah yang
terjadi sepenuhnya ditentukan oleh pasar, sedangkan harga pasar itu sendiri
kadang-kadang tidak wajar, karena ditentukan adanya dominasi baik oleh
pemerintah maupun peinawaran.

Harga tanah selama ini selalu terjadi fluktuasi bahkan tidak menuttip
kemungkinan fluksituasi yang sangat tajam kea rah naik khususnya untuk
daerah perkotaan oleﬁ karena itu berlakunya standar harga tanah itu sendiri
dibatasi kurun waktunya. Apabila telah diciptakan standar harga tanah pasti di
tiap-tiap daerah, para calon pengguna atau pencari tanah baik itu lembaga
pemerintzhan maupun lembaga swasta tidak harus berhadapan dengan berbagai
masalah khususnya maszlah harga.

Sedangkan untuk ganti rugi terhadap bangunan, tanaman dan benda-
benda yang melekat diatas tanah untuk sementara ini sudah ada standarisasi,
walau selama ini iuga masih dianggap dibawah harga pasar. Untuk patokan
pemberian ganti rugi bangunan, tanaman dan betida lain, untuk wilayah Jakarta
_ timur didasarkan Kepada Kantor Tata Bangunan dan ngung Pemda Provinsi

DKI Jakarta Nomor 91/2004 tanggal 15 oktober 2004, tentang Standar Harga
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Dalam surat Keputusan Kepada Kantor tersebut secara garis be‘sar
dikalsifikasikan menjadi § macam : yaitu 1. Bangunan hunian, 2. Pegar, 3.
Sumur, 4. Halaman, 5. Jembatan, 5. Fasilitas ufnum lainnya.

Untuk bangunan hunian dibuatkan kalsifikasi sebagai berikut:
a. Bangunan perinanen kelas I tingkat, sebesar Rp. 1.415.500/ meter, dan
Rp. 1.115.600/ metcr untuk bangunan standar.

b. Bangunan permanen kelas II tingkat, sebesar Rp. 1.300.500/ meter,

dan Rp. 1.045.500/ meter untuk bangunan standar. |

¢. Bangunan permanen kelas I tingkat, sebesar& Rp. 1.263.000/ 11;eter,

dan Rp. 864.00/ meter untuk yang tidak tinggkat.

d. Bangunan permanen kelas IV tingkat, sebesar Rp. 1.16C.7C0/ meter,

. dan Rp. 755.400/ meter untuk bangunan standar,
e. Bangunan permanen kelas V tingkat, sebesar Rp. 819,500/ meter, dan
Rp. 691.200/ meter untuk bangunan standar.
f. Bangunan semi permanen type 250 sebesar Rp. 610.800/ meter, type
120 Kp. 547.200/ meter, den type 36/50.70 sebesar Rp. 498.600,-

Dari berbagai klasifikasi bangunan ini kal_au diambil rata- a{a dalam
pemberian ganti kerugian, untuk jenis bangﬁnwi pém;nanen dan tingkat sebesar
Rp. 1 .091.8‘50! meter, sedangkan untuk bangunan standar sebesar Rp. 905.506.’
meter, Dan ganti rugi untuk pagar dengan harga rata-ré.ta Rp. 208.142/ meter,
untuk sumur rata-rata Rp. 612.500, untuk halam rat-rata Rp. 600.440/ meter,

gedangkan untuk jembatan rata-rata Rp. 67.500/ meter, fasilitas umum lainnya
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rata-rata Rp. 324.136/ meter. Dari semua jenis harga tersebut nilai setelah
adariya penyusutan atau kerusakan.

Standar pemberian ganti rugi baik ganti rugi tanah, bangunan, dan benda-
benda lainnya, ternyata memang jauh dibawah harga pasaran, seperti bangunan
kelas 1 atau tingkat yang paling tinggi hanya sebesar Rp. 1.415.500 per -meter,
sedangkan biaya banigunan secara riil saat ini jauh diatas biaya tersebut, yang
berarli standarisasi yang dibuat Pemda Provinsi DKI Jakarta ini belum
memenuhi harga realitas.

Penentu ketetapan besarnya uang ganti rugi seharusnya berada dalam
semua pihak artina para pihak yang berkepentingan dalam hai ini adalah
pemegang hak atas tanah dengan pemerintah, dan bukan hanya berada dalam
satu pihek saja sebagaimana yang teijadi selama ini berbeda pada pemerintah.
Panitia pengadaan tanah (P2T) yang panitia pengadaan tanah ini bisa tingkat
. walikotamadya'kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Dalam kenyataan
aritara panitia pengadaan tanah dengan para pemilik tanah seakan bisa terbentuk
dua kubu yang berseberangah,dan dari kedua kubu itu apabila saling .
mempertahaitkan kepentingan masing-masing maka tidak mungkin akan
para pemilih tanah harus saling memahami dan memaklumi kemampuan dan
kepentingan masing-masing, agar cepat mendapatkan kesepakatan besarnya

ganti rugi. Kalau tidak saling memahami, dan memaklumi kepentingan masing-
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Musyé.warah final JORR diwarnai keributan. Pertemuan antara para
pemilik tanah, Dirjen Praswil Departeinen PU, PT. Jasa Merga,Pemkot Bekasi,
tetkait dengan pembayaran ganti rugi atas tanah yang terkena proyek Jakarta
Outer Ring Road (JORR) kamis 7/4 berlangsung alot. Suasana pertemuan yang
sempat diwarnai keributan, karena beberapa warga bersikeras meiakukan walk
out dari ruang pertemuan dan mendesak supaya pihak Dirjen Praswil segera
mengambil keputusan, membuat moderator acara meminta waktu sekitac 10
menit bagi pihak Praswil dan Pemkot Bekasi untuk merundingkan keputusan
yang akan diambil.*?

Musyawarah penetapan besarnya uang ganti rugi terhadap pembebasan
tanah selalu berjalan alot, salah satu penyebab a&alah besarnya uang ganti rugi
selalu dibawah harga pasaran. Yang hanya berpatokan denga nilai NJOP dan
tidak memperhatikan nilai harga pasaran setempat. Padahal harga pasaran itu
sendiri sebetulnya tidak menentu atau akan berlaku hukum permintaan dan
penawaran. Artinya dimana permintaan pasar tinggi maka harga akan naik, dan
sebaliknya dimana penawaran tinggi maka harga akan furun. Dan'kelihatannya
tidak ékan mungkin terjadi antara permintaan dan penawaran kcduanya sama-
sam tinggi.

Penenturfm harga pasar terhadap tanah memang sulit untuk dicapai secara
akurat, karena disalah satu lokasi setelah terdengar adanya rencana pengunaan

 tanah oleh pemerintah, secara otomatis harga pasaran bisa secara tiba-tiba jatuh,

L pepublika, 7 April 2005




karena para calca pembeli ti(iak mau mempersulit diri dengan berbagai masalah
seperti bila inggin dijual sulit mendapatkan pembelinya, bila akan dibangun
tidak bisa dikeluarkan ijin mendirikan bangunan (IMB), dan lain sebagaianya.
Maka harga pasar yang benar-benar akurat akan sulit untuk didapatkan. Dengan
demikian besarnya ganti rugi yang didasarkan harga pasar yang tidak wajar
juga tidak bisa dijadikan standar dalam pemberian ganti rugi dalam pengadaa
tanah untuk pembangunan kepentingan umum.

Untuk mencari jalan tengah, dan menghilangkan subjektivitas dalam
penaksiran harga ganti rugi, selam ini pemerintah berusaha mencari pihak yang
independen dalam penafsiran harga ganti rugi yaitu dengan menghadirkan tim
penaksir (appraisal). Tim ini berasal dari lembaga independent, dengan sifat
yang independent pula. Téntunya diharapkan hasil kerjanya juga independent
artinya taksiran harga yang dibuat tidak memihak salah satu pihak, den harus
mempunyai objektivitas dan mentalitas yang tinggi, agar objektivitas bisa
terjamin. Tim penilai itu sendiri adalah merupakan tim legal dan yang telah
mendapat lisensi dari pihak pemerintah. Mekanisme kerjanya Tim Appraisal
. akan terjun kelapangan dengan mengadaken penelitian terhadap harga tanah

"yang terkena pemb.ebasan, (.iasar penelitian harga ini sendiri memang tidak
diberi patokan oleh pemerint;h, atau sepenuhnya diserahkan kepada tim itu

sendiri, dan setelah selesai melakukan penelitian harga kemudian memberikan
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Sebetuinya menurut Keputusan Menteri Dalam Neéeri Nomor sk, -
X1/Tka/1962 tentang Panitia Penaksir Ganti Kerugian Untuk Daersh Khusus
Ibukota jakarta yang anggotanya Tim Penaksir (appraisal) terdiri dari Lembaga
Eksekutif dan Legislatif daerah setempat. Untuk eksekutif terdiri dari pegawai
yang berasal dari unit kerja terkait dengan pertanahan atan pengadaan tanah. -

Selama ini lembaga pemerintah dalam menggunakan Tim Appraisal,
tidak menggunaka tim Appraisal yang terdiri dari eksekutif da legislatif
daerah,dengan demikian ketentuan yang mengharuskan tim appraisal yang
terdiri dari eksekutif dan legislative tidak diberlakﬁkan dilingkungan
pemerintah, seperti contoh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam
menggunakan tim yang tidak ada kaitan langsung dengan Panitia pengadaan
tanah, atau benar-benar tim yang independent yang berada di masyarakat, akan
tetapi harus iim appraisal yang telah di legalkan oleh pemerintah.

Dalam system pengadaa tanah di Indonesia, kedatangan tim appraisal ini
akan didatangkan setelan terjadi masalah seperti dalam pelaksanaan
musyawarah tidak bisa membuahkan hasil kesepakatan yang kongkrit. Dilihat
sepintas, seakan setelah Panitia Pengadaan Tanah sudah tidak mampu
menyelesaikan permasalahan, kemudian mencari pihak ketiga yang
independent, i)adahal idealnya tidaklah demikian, keberadaan ti;n appraisal itu
seharusnya sudah sejak awal dari proses pengadaan tanah, dan bukan setelah

adanya permasalahan tim ini didatangkan, kalau tim appraisal sejak awal sudah
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Kelemahan dalam system pengadaan tangh yang ada keitannys dengan
keberadaan tim appraisal ini adalah tim ini baru bisa bergabung dalam
kepaniiiaan setélah adanya permintaan dari Panitic Pengadazn Tanah. Apakah
panitia salah dalem menerapkan aturan yang berkaitan dengan tim appraisal?
Sebetulnya panitia pengadaan tanah tidaklah salah, memang system hukum
pengadaan tanah di Iudonesia demikian adanya. Justri kalau keberadaa_n tim
appraisal sudah eksis sejak awal disalahkan.

Hasil kerja tim ini akan dibawa ke panitia pengadaan tanah ketingkat
walikota/kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat dimana panitia pengadaan
tanah itu berada, kemudian panitia pengadaan tansh mempunyai hak untuk
menerima atou  unfuk meneruskan ke pejabat yang berwenang untuk
memintakan penetapan harga ganti rugi pejabat berwenang, dat pejabat yang
berwenang setelah menerima laporan dari panitia pengacaan tanah atau
lembaga yang dibawahnya mengenai harga taksiran yang dilakukan Tim
Appraisal, mempunyai hak untuk melakukan kajian ulang artinya bisa meminta
keterangan dari tim appraisal itu serdici maupun dari pihak pemilik tanah, atau
pihak lain yang dianggap perlu. Setelah mendengarkan keterangan dari berbagai
pinak, pejabat dimaksud Larus bise mengambil kepu‘.-ﬁsan, baik men'ex.'.ima atau

menolak usulan tim.
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"3, Penyelesaian Bagi Penolakax Ganti Rugi

Kesadaran para pemilik tanah dalam mengorbankan tanahnya daiam
kepentingan umum dinilai masih rendah, terbukti setiap ada pembebasan tanah
para pemilik tanah masih ada yang mengharapkan uang ganii rugi sebesar
mungkin, dengan harapan setelah tanahnya dibebaskan, para pemilik tanah
tidak akan terlantar, keluhan dan harapan warga ini belum terdengar
sepenuhnya oleh pihak pemerintah, terbukti setiap pemberian ganti rugi ini
masih berpatokan kepada harga NJOP, dan diketahui bersama harga NJOP itu

sendiri masih dibawah harga pasaran yang ada di masyarakai.

Pemerintah, dalam menentukan harga ganti rugi ini menunjuk suatu tim
independent (appraisal) untuk melakukan taksiran besainiya ganti rugi. Tim ini
bukan berarti sembarangan tim bentukan orang-orang tertentu, akan tetapi tim
yang legal artinya ada legalisasi yang dikeluarkan oleh lembaga berkompeten.
Tim ini mempelajari dan membuat harga taksi;;l tanah yang akan dibebaskan,
dan setelah taksiran itu dianggap tepat maka tim membuat laporan kepada
panitia pengadaan tanah, kemudian panitia pengadaan tanah meitvampaikan
hasil taksiran kepada pejabat yang berwenang. Pejabat yang mencrixpa iaporan
-dari Panitia Pengadaan Tanah bisa meneiima atau menolek harga taksiran yang

disampaikan kepadanya. Kemudian setelah ada kepastian tentang menerima

atau menolak usulan harga dari tim appraisal, pejabat yang bersangkutan
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Apabiia para pemilik tanah menyetujui taksiran harga ganti rugi yang
dibuat tim independent, maka bisa segera dilakukan peribayaran ganti rugi
tanah, namun apabila ternyata para pemilik tanah tidak bersedia menerima
harga taksiran tersebut, maka Gubernur untuk tingkat Provinsi atau Menteri
untuk tingkat Departemen/Pemetintahan Pusat, bisa mengadakan musyawarah
lagi dengan para pemilik tanah untuk mencari kesepakaten yang baru. Kalau
para pemiiik tanah tidak bersedia mengadakan musyawarah lagi, maka
pemerintah bisa langsung mengusulkan kepada Presiden untuk dilakukan
pencabutan hak atas tanah, dengan uang ganti rugi yang dititipkan ke
pengadilan. Kalau Presiden telah mengeluarkan surat keputusan pencabutan hak
atas tanah, maka hak atas tanah dianggap hangus. Para pemilik tanah baik
menerima atau menolak surat keputusan Presiden, proyek pembangunan

kepentingan umum bisa berlangsung sesuai dengan rencana semula.

Pada prinsipnya pemerintah dalam hal ini panitia pengadaan tanah dalam
penentuan ganti rugi tetap berpedoman kepada NJOP. Namun dalatﬁ kondisi
tertentu pemerintah dapat menaikan uang ganti rugi seperti Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta pernah menaikan uang ganti rugi 10-15% dari NJOP. Apabila
dengan ketentuan menaikkan harga{ ganti rugi telah ditempuh oleh pemerintah
dalam pengadaan tanah namun tidak mendapatkan kesepakatan dari para
pemilik tanah, maka pihak pemerintah tidak ada pilihan lain sefain -eksekusi

pencabutan hak atas tanah.
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Untuk masa sekarang pencabutan hak até; tanah bisa dika;takan belum
pernah terjadi, walau secara yuridis tindekan itu benarkan oleh aturan,
sebetulnya pencabutan hak atas tansh itu sendiri merupakan dilema bagi
pemerintah, artinya kalau tidak digunakan hak pemerintah untuk melakukan
pencabutan terhadap hak atas tapah, maka pengadaan tanah seringkali
mengalami hambatan bahkan kepagalan, karena musyawarali ganti rugi sulit
untuk menemukan kesepakatan, sedangkan kebutuhan lahan akan bangunan
untuk kepentingan umum sudah sulit ditunda (agi. Sedangkan masyarakat saat
kini sudah pemberani dengan segala resiko untuk mempertahankan hak atas
tanahnya, sampai tidak segan-segan dalam hal tertentu melakukan tindakan
anarkis demi mempertahankan hak milik atas tanahnya, yang rencananya akan

dimanfaatkan pemeritah sebagai proyek pembangunan kepentingan umum.

Panitia pengadaan tansh setelah melalui berbagai cara dan prosedur
pengadaan tanah yang telah ditetapkan, kemudian tidak menemukan
kesepakatan tentang besamnya uang ganti rﬁgi, dan panitia pengadaan dapat
mengusulkan kepada pejabat yang berwenang, dan pejabat yang berwenang
dapat miengajukan permohonan képada Presiden untuk dilakukan pencabutan
hak atas tanahnya. Presiden akan melakukan pencabutan hak atas tanah setelah

mendapatkan rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional, Menteri Hukum
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